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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pemilihan kembali
Wakil Gubernur sebagai akibat Wakil Gubernur menjadi Gubernur menggantikan
Gubernur terpilih meninggal dunia ditinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui mekanisme pemilihan
pengganti Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau telah konstitusional
ditinjau dari Undang UndangNomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Dalam melaksanakan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian
hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa
data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat data
hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan
metode analisis normative kualitatif dan menggunakan logika deduktif yakni
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasalahan konkret yang dihadapi.

Berdasarkan penelitian ini maka diperolen hasil bahwa pengisian
kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah hanya akan dilakukan jika sisa masa
jabatan yang ditinggalkan tersisa 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut
bersifat terbatas dan harus diusulkan oleh Kepala Daerah kedalam siding
Paripurna DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan Kepala Daerah
dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya
memenangi Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada). Mekanisme pemilihan
pengganti Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau tidak berjalan dengan
lancar, karena adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang membuat PP Nomor 102 Tahun 2014 tidak berlaku lagi.
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